
 
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 
  

PERATURAN WALI KOTA BATU 
NOMOR 59 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 74  

TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA BATU TAHUN 2021 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

WALI KOTA BATU, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan  

asumsi kerangka ekonomi  dan keuangan daerah, 

saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 

yang harus digunakan, pergeseran anggaran antar 

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 

belanja, perubahan lokasi dan/atau kelompok 

sasaran maupun indikator kinerja kegiatan,  

penambahan dan/atau penghapusan kegiatan yang 

dipandang tidak efektif dalam rangka sinkronisasi 

dan evaluasi program kegiatan guna percepatan 

pencapaian target pembangunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2017-2022 Tahun ke-4 dan dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping 

itu berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Provinsi Jawa Timur tanggal 24 

Agustus 2021  Nomor: 050/15.588/201.2/2021 

tentang Hasil Rekomendasi Fasilitasi Rancangan 

Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, 

perlu melakukan perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2021; 

SALINAN 



Halaman 2 dari 6 hal… 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu 

Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan 

dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6056); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 

Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta 
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Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung 

Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6542); 

16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional; 

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan 

Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo 

- Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, 

serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; 

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 

Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 

2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2021; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024; 

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 

2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2021; 

29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025; 

30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2017-2022; 

32. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu 

Tahun 2021; 

33. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 125 Tahun 2020 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 74 TAHUN 

2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021. 
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Pasal I 
 

 

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu Nomor 74 Tahun 

2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu 

Tahun 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 
 

        Ditetapkan di Batu 

        pada tanggal 31 Agustus 2021 
 

WALI KOTA BATU, 

          

ttd 

 

DEWANTI RUMPOKO 

Diundangkan di Batu  

pada tanggal 31 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

            ttd 

 

 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 59/E 


